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PEHERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
IDINAS PENI}IIDIKAN DAN KEBIIITAYAAN

[. H. fuus Salim - Painan Telp (0756J 2t602

sunllT pERltrilrrf,r pElrrBERttrN BtrNTUtrN

IEEIAIAII:

PEMBANGUNAN/REIIABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASAMNA SEKOIjII MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

PHffiMilTAH IUMAH IABUPATEI ESI$R SEI.ATA}I

dengan

xEPAtI SEtot[H sxm 3 PAiltAil

DIIilTl f,LOIIf,SI KHUSUS rIsIil

Nomor

Tanggal

: 32 ltrt I SARPRAS/DAK.psMp/swK/DpK-ps t zozo
: O2APRII2O2O

Itrbhi fr Kamis

HIE:

l- Ilnna

L Jabatan

3. Alamat

L ]Ena

Zffin
!. Aknat

ffi unhrk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. pemerintah Kabupaten pesisir Setatan
tqitrta dlsebut PfHAK pERTAfrtA

tanggal Duabulan Apriltahun Dua rtbu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2020

: Jl. H. Agus Salim - painan

: HASI{fYETI,S.Pd.IngM.pd

: Kepala UPT SI{PN 3 painan

: Jl" Bungo Pasang I

H drr atas nama jabatan tersebut diatas berdasarlon Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.
qmUEeS4-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut plt AKKEDIuA,
t tEUAltlA dan PrHAI( IGDUA secara bensama terlebih dahutu menjelaskan dan menyadari

-rfrp 
haFhal sebagai berikut :

L Hila urdarE-undang Nomor 20Tahun 2@3 antara tain mengamanatkan :
> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan

kernudahan serta menjamin tersetenggamnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskiminasi;



NanarSPPB
Trnggal

: 32IV/SAKPMS/DAK?SM?rSVyX4O?K-4SAO2O
: U2,ifr2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sanna dan prasarana )rang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektuat, sosial,
ernosionaL dan kejiwaan peserh didik;

Pasal46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungiawab bersama antara pemerinhh,
Pernerintah daerah dan masyamkat;

Pasal 45 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prcsarana pendidilon merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewuJudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidiion yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3' Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang standar Nasional pendidikan

' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkon setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasar.lna pendiditon untuk
rnenunjang proses pembelajaran yang terahir dan berkelanjutan datam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

L Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
Entang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentulon bahwa kegiatan
peningkatan pEsaltlna pendidikan dilakukan oleh Panitia pembangunan sekolah secara swakelota
yang dihtapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5' Bahwa Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Esik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

G Batwva unh'rk peningkatan prasamna pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Ehlcsanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.0r.01.16.g3 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

ffilng dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2a2o);

EF -i rnorptakan tetah setuju dan sepakat untuk mengilet diri datam suatu perjanjian pemberian
hIEra Ahl(asi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
ft-atspat seperu dahm pasat-pasal di bawah ini :

hftdqiar pabtintu*rut
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M"k ,:"ff11,5,"n
Failnjiiln ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik rahun Anggamn 2020 dimaksudkan
utuk nrendanai kegiahn pembangunan/rehabitihsi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
khrna dengan hrjuan sebagai upaya pemenuhan prcsarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
pendidikan' Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
Ganbar serta bertarggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

kftnjian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

-tyelesailon 
pekefiaan pembangunan/rehabitihsi prasarana pendidikan pada sMpN 3 painan yangqrti:

. 1. Pembangunan laboratorium Komputer,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

L JanglG waktu pdaksanaan sebagaimana dimakud datam pasat 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari
kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2o2o di
rekening PIHAK KEDUA,

z PIHIIK KEDUA akan mulai melalsanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pating
bmbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
kndkJilon Tahun Anggaran zozo di rekening prHAK KEDUA.

3' Haksanaan kegiiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggat 30 Desember
zpo.

Pasal 4
prinsipprinsip pekerjaan

h{>prinsip dalam petaksanaan DAK Fisik Bidarg perdidikan Tahun Anggaran 2020 metiputi :L Ehbanaan dikerplon dengan mekanisme smkelota,
L Ene'"pan asas eGktifitas, efisiensi, transparami dan akuntabiriDas,
t' kE[rtamaan partbipasi masyarakat datam pengebraan kegiahn,
t optinalisasi kmrh pekerjaan dengan bararE yang dihasirkan,

U*pgtu Penberian Bont*an
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L Pi}ifl( PERTAMIT:

a) [lerryalu*an dana dengan segerc ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

mdalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu petaksanaan
*bagairnana dimaksud dalam pasal 3.

b; Eertanggung jawab terhadap petakanaan progEm DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) t{enrberikan bimbingan teknis dai':/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Fendidikan.

di l{daksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun petaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

Z ;!HTX IGDUA :

e! mnggung jawab mutlak terhadap petaksanaan program DAK secara fisik clan keuangan di tingkat

. c*rEn oendidikan (Sekolah).

$ ncnbenhrk Panitia Pembangunan Sekolah (P2s) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).

4 [l&orkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara preriodik kepada prHAK
9ERTAi{A.

4leratat dan melaporlon aset yang dipenoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK
PCRTAMA.

Pasal 5
pelaksanaan pekerjaan

HBnaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasat3 memperhatikan hat-halsebagai berikut :
1 EEilx XEDUA dalam melatcsanakan kegiatan harus metibatkan unsur sekolah, komite dan masyamkat

glr{".i bagian intejralmanajemen berbasis sekolah,

L mffi IGDUA datam mengelota DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk reknis
t Rtrrrjuk operasional DAK Bidang Pendidilon sefta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c' tf reDl,A membuat laporan secam berkala mengenaipelaksanaan pekerjaan/kernajuan pekerjaan

F PIHAK PERTAIT|A,

t' m EDUA wajib membmt dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi pekefiaan,
h hnrajuan pekerj,aan dan kelengkapan administmsi tainnya pada tahapan pencairan dana,

c- rDllf xEtlA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta
Horan kanrEan dari hmilpekerjaan,

L 
'[[AI 

xErruA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorkan pajak-pajak yang terl6it dengan
pnsaman pekeriaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
Ferfurdangan,

ihrl n PabedmBo*ot
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gL PIlrAr XEDUA berkevrrajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang
dt.angkan dalam Berita Acara Semh Terima pekerBan,

T'il' PTIIAK XEDUA wajib menyimpan seturuh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Arggaran 2020,

t PIHAI( IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengetolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
krdilikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAI*IA,

Pasal 7
pengawasan dan pemeriksaan

e' En pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, FIHAK PERTAMA dibantu oteh tenaga
F,*oiEtabr yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L ErHll( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Ertnn pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L Ef,l( Fbik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan piHAK pERTAiiA kepada PIIIAK
ruA sebesar Rp. 325.C00.000,- (lTga ratus dua puluh tima juta rupiah) dengan rinclan sebagai

a) Ponbangunan laboratorium komputer = Rp.325.000.0m,-

z hna sebagaimana dimakud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud datam
ksa|2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Entran penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam pasalB ayat (1) sebagai berikut :

il' Tfrp r : 25vo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,waketola setelah perjanjian ini
ffingani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAIT|A,

z TdEP rr z 45o/o (Empat puluh tima perseratus) dari keseluruhan dana snvakehta apabila pekerjaan telah
rupai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilergkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
*rFtan,

t' TcEp Itr : 30% (Iiga puluh persemtus) dari keseturuhan dana srakelota apabila pekerjaan telah

-npai bobot 65% (enam puluh tima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress
krEnnn pekerjaan.

hAril;ficr Peabrian Bontuan
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fa pernbataran dlsalurkan/hansfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

ffna Rekening :

llsnor Rekening : 04fi).O2fO.26g9O-2

llarna Bank : Bank Nagari Cabang painan

Pasal 1O

Force Majeure

L Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan Udak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat tertaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
alam, epidemilq peperanga n, pemogokan, sa botase, pemberontakan/kerusuha n.

L Apabila terjadi force majeure maka PrHAK KEDT A segera memberitahukan kepada prHAK
PERTAi'|A secara tertulis selantbat-lambatnya dalam kurun waku 14 (empat belas) hari sejak
Erjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

3' Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimakud dalam ayat (2)
maka PrHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
&u menolak permohonan dari PIHAK KEDT A tersebut.

+ Apabita permohonan teftutis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dilaku ka n perubaha n perja njian sedangkan perjanjia n awal d inyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L Apabila PrHAK T(EDUA datam melaksanakan pekefiaan terdapat kelebihan/sisa dana maka ciapat
dBunakan unfuk menambah votume atau sasarcn dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L Jika sisa dana Udak digunakan unfuk penambahan volunre atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12
pertanggungjawaban

PrHAK KEDUA wajib membuat taporan secara berlola mengenai petaksanaan pekerjaan / kemajuan
pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

PrHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
heserta kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan peneiran dana.

tbjmjtum Pemberion Bontlta,
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3. Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAI.IA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

pekerjaan, dilampiri antara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) BuKi pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faKur setiap pembelian barang dan buKi
pengeluaran lainnya,

c) Buktisetoran paialq

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

letentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

secara sepihak dapat mem utuslon/nrenghentika n pekerjaan tersebut.

L Fernutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

nrengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Itsnikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua betah pihak di painan, pada hari dan

fEgEl tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) ranglcp diantaranya

brnaterei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,
Kepala UPT SMPN 3 Painan

Nip. 19660628 199103 2 004

b Uqiian Pemberian Bantuan


